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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perjanjian bagi hasil di Desa Semandang Kiri dan di Desa Legong 

dilaksanakan menggunakan kebiasaan setempat. Pemilik tanah mengunjungi 

penggarap yang datanya diperoleh dari perangkat desa, pemilik tanah dan 

penggarap sepakat melakukan perjanjian bagi hasil yang dibicarakan langsung 

tanpa di hadiri saksi dan kepala desa. Pemilik tanah menawarkan tanahnya untuk 

digarap. Didalam kegiatan tersebut ada kehadiran odi. Odi adalah kegiatan 

gotong royong/ pengari antar antar masyarakat yang di lakukan secara bergilir, 

odi dilakukan untuk meringankan beban dan membantu petani mengerjakan 

tanah yang di tanami, dikarenakan lahan yang di tanami luas tidak 

memungkinkan petani mengerjakan sendiri. Setelah panen selesai padi digiling 

menggunakan mesin perontok milik desa. Setelah padi digiling menggunkan 

mesin penggilingkemudian dijemur, setelah di jemur, padi digiling menggunkan 

mesin penggilingan milik masyarakat setempat. Untuk ini pemilik tanah dan 

penggarap mengeluarkan uang atau bisa diganti dengan beras, beras di bersihkan 

di masukan ke dalam karung goni yang dapat memuat ukuran 50 kg. Sistem 

pembagian hasil di Desa Semandang Kiri 50:50 jadi penggarap memperoleh 

seperempat, di Desa Legong 75:25 jadi penggarap memperoleh sepertiga. jadi 

perjanjian bagi hasil di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong tidak di 

laksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang 

perjanjian bagi hasil.
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B. Saran 

Disarankan kepada pemerintah daerah mengeluarkan keputusan 

mengenai pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap agar memberikan 

posisi seimbang bagi pemilik dan penggarap. 
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